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SALINAN       P U T U S A N
Nomor 623/Pdt.G/2019/PA.Pyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

dalam perkara cerai gugat antara: 

              PENGGUGAT,  Nik 1376026201900001, tempat tanggal lahir  

Payakumbuh 22 Januari 1990, agama Islam, 

pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan 

Menjahit, tempat kediaman  di Kota Payakumbuh, 

Nomor Hp 085265955058 sebagai Penggugat;

                                                        Melawan

                    TERGUGAT, Nik 1376012207810001, tempat tanggal lahir Pekanbaru

22  Juli  1981,  agama  Islam,  pendidikan  Sekolah

Menengah  Atas,  pekerjaan Jualan,  tempat

kediaman di Kota Payakumbuh sebagai Tergugat;

              Pengadilan Agama tersebut;

              Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

              Telah mendengar keterangan Penggugat  dan saksi-saksi di muka

sidang; 

DUDUK PERKARA

           Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 04

Desember  2019  yang  telah  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Payakumbuh dalam  register  Nomor  623/Pdt.G/2019/PA.Pyk,  tanggal  04

Desember 2019 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri  yang sah menikah

pada tanggal 02 April 2012, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

-,  tanggal 02 April  2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama  Kota Payakumbuh;
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2. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  membina  rumah

tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh lebih kurang 2

tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kota Padang Panjang lebih

kurang  1  tahun  6  bulan  lamanya,  terakhir  tinggal  di  rumah  orang  tua

Penggugat di Kota Payakumbuh;

3. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  hidup  bersama  sebagaimana

layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak, namun ba’da dukhul;

4. Bahwa  sejak  bulan  Januari  2017  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran

dan perselisihan yang disebabkan:

4.1. Tergugat  suka  bermain  judi  dan  sering  pulang  larut  malam ke

tempat kediaman bersama;

4.2. Tergugat  kurang  bertanggung  jawab  terhadap  nafkah  dan

kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja, sehingga

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja;

4.3. Penggugat dan Tergugat tidak memilki anak, padahal Penggugat

dan  Tergugat  sudah  berusaha  untuk  berobat  baik  secara  medis

maupun tradisional, tetapi belum berhasil;

5. Bahwa  pertengkaran  sering  terjadi  dengan  alasan  yang  sama,

Penggugat  sudah  berusaha  mengingatkan  Tergugat  untuk  merubah

sikapnya, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapinya;

6. Bahwa  pertengkaran  terakhir  terjadi  pada  bulan  Mei  2019,  yang

disebabkan karena ketika itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat

untuk  keperluan  lebaran,  akan  tetapi  Tergugat  mengatakan  tidak  punya

uang, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu Penggugat

dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 bulan lamanya;

7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal  dan menetap di  rumah orang tua

Penggugat  di  Kota  Payakumbuh,  sedangkan  Tergugat  sekarang  sudah

tinggal dan menetap di orang tuanya di Kota Payakumbuh;

8. Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  beserta  keluarga   sudah

berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi

tidak berhasil;

                                       Hal.2 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 623/Pdt.G./2019/PA.Pyk 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat

berkesimpulan tidak mau lagi  untuk melanjutkan tali  perkawinan dengan

Tergugat,  oleh  karena  itu  Penggugat  memutuskan  akan  bercerai  dari

Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  Penggugat  dalam

menyelesaikan perkara ini  bersedia untuk  membayar  segala biaya yang

timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua

Pengadilan  Agama  Payakumbuh  c.q.  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama

tersebut untuk menetapkan hari  persidangan perkara ini  dengan memanggil

kedua belah pihak dan  selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat tehadap Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

         Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan  yang

seadil-adilnya;

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  datang

menghadap sendiri di muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak

pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang

menghadap di  muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

oleh  Jurusita Pengganti  sedangkan tidak  terbukti  ketidakhadirannya  itu

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

 Bahwa Majelis  Hakim telah  memberi  nasihat  kepada  Penggugat  agar

rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

 Bahwa upaya mediasi  tidak dapat  dilaksanakan karena Tergugat  tidak

pernah datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil  secara

resmi dan patut selanjutnya dibacakan surat  gugatan Penggugat  tanggal  04

Desember 2019, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

 Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:
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A.  Surat:

Fotokopi Kutipan  Akta  Nikah Nomor -  tanggal  02  April  2012  yang

dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah Kantor  Urusan  Agama  Kota

Payakumbuh yang  telah  dinazegelen  dan  cocok  dengan  aslinya

sebagaimana bukti P;

B.  Saksi:

1. SAKSI  I  PENGGUGAT,  umur 67  tahun,  agama  Islam,  pendidikan SD,

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kota Payakumbuh,

mengaku bibi   Penggugat, di bawah sumpahnya  memberikan keterangan

sebagai berikut:

       -    Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada

tahun 2012 di Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh;

       -  Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat   membina  rumah

tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh;

       -     Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

       -    Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun sekitar 3 (tiga)

tahun  setelah  itu  tidak  rukun  lagi  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  dan  saksi  tidak  pernah  melihat  dan  mendengar

Penggugat dan Tergugat bertengkar;

       - Bahwa  penyebabnya  karena  Tergugat  tidak  bertanggungjawab

terhadap biaya rumah tangga, kemudian Tergugat juga suka bermain

judi;

       -  Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7

(tujuh) bulan hingga sekarang dan menjelang kepergian Tergugat saksi

tidak ada melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

       -   Bahwa ada usaha keluarga untuk memperbaiki keadaan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak

mau lagi berbaik dengan Tergugat;

2.  SAKSI II PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, 

pekerjaan Sopir, tempat kediaman Kabupaten Limapuluh Kota, mengaku 

sepupu Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai 

berikut:
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        -   Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada 

tahun 2012;

    -   Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga 

di rumah kontrakan, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah 

orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh;

    -      Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai  anak;

-   Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tetapi 

sekitar 6 (enam) tahun setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran;

-   Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat 

bertengkar;

-   Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang 

bertanggungjawab dalam masalah belanja rumah tangga dan Tergugat 

suka bermain judi bilyar;

-   Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 

sekitar 7 (tujuh) bulan;

-   Bahwa ada usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak 

mau lagi berbaik dengan Tergugat;

    Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan 

mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut; 

    Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan 

tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

   Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal 

yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari putusan ini; 
                                        PERTIMBANGAN HUKUM 

          Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

          Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat 

datang menghadap sendiri (in person) di muka sidang sedangkan Tergugat 

tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya 

yang sah untuk datang menghadap di muka sidang serta tidak pula terbukti 
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ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh 

hukum (default without reason), meskipun telah dipanggil secara resmi dan 

patut; 

         Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan

tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir

dan oleh  karena itu,  maka putusan atas  perkara  ini  dapat  dijatuhkan tanpa

hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

            Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  Majelis  Hakim  telah  berusaha  memberi

nasihat  kepada  Penggugat  agar  mengurungkan  niatnya  bercerai  dengan

Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia

untuk hidup rukun kembali  dalam rumah tangga dengan Tergugat  dan tetap

ingin bercerai;

           Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh

karena  itu  mediasi  yang  diamanatkan  oleh  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI

Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

          Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah

sejak  bulan Januari  2017  rumah tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  mulai

tidak rukun dan tidak harmonis,  sering terjadi  pertengkaran dan perselisihan

yang disebabkanTergugat suka bermain judi dan sering pulang larut malam ke

tempat  kediaman  bersama,Tergugat  kurang  bertanggung  jawab  terhadap

nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja, sehingga

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja kemudian

Penggugat dan Tergugat tidak memilki anak, padahal Penggugat dan Tergugat

sudah berusaha untuk berobat baik secara medis maupun tradisional,  tetapi

belum  berhasil.  Pertengkaran  terakhir  terjadi  pada  bulan  Mei  2019,  yang

disebabkan karena ketika itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk

keperluan  lebaran,  akan  tetapi  Tergugat  mengatakan  tidak  punya  uang,

sehingga  terjadi  pertengkaran  mulut,  dan  sejak  saat  itu  Penggugat  dan

Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 bulan lamanya;
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  Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat

telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat (P)

dan dua orang saksi;

           Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan

akta nikah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti

P  yang  diajukan  oleh  Penggugat  berupa  fotokopi  kutipan  akta  nikah  telah

dinazegelen  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  ternyata  cocok,  isi  bukti

tersebut  menjelaskan  mengenai  adanya  pernikahan  yang  dilakukan  oleh

Penggugat  dengan  Tergugat  pada  tanggal  02  April  2012,  sehingga  bukti

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat; 

           Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat harus

dinyatakan  terbukti  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  terikat  dalam

perkawinan  yang  sah  dan  belum  pernah  bercerai,  maka  Majelis  Hakim

berpendapat,  Penggugat  berhak  dan  berkepentingan  mengajukan  gugatan

cerai terhadap Tergugat;

          Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan

salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975  dan  Pasal 116 huruf (f)  Kompilasi  Hukum Islam, yaitu

“perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada

harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”, maka berdasarkan

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134

Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  Penggugat  dibebani  beban  pembuktian,

khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-

orang  dekat  dengan  kedua  belah  pihak  untuk  lebih  meyakinkan  adanya

perselisihan  dan  percekcokan  dalam  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat;

Menimbang,  bahwa  bukti  saksi  1  dan  2  Penggugat  telah  memenuhi

ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal

172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal

175  R.Bg  jo  Pasal  1911  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata),  telah
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memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBgjo Pasal 1909

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang,  bahwa  saksi  2  pernah  melihat  ataupun  mendengar

Penggugat dan Tergugat  bertengkar,  keterangan saksi  2  adalah fakta yang

dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat

sedangkan saksi 1 tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar,

maka  sesuai  dengan  Yurisprudensi  MARI  Nomor  299.K/AG/2003,  tanggal  8

Juni  2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi  dalam sengketa cerai

yang  hanya  menerangkan  suatu  akibat  hukum  (recht  gevolg)  mempunyai

kekuatan  hukum  sebagai  dalil  pembuktian  untuk  itu  harus  dipertimbangkan

secara cermat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

285.K/AG/2000  tanggal  10  November  2000  yang  menyatakan  bahwa  saksi

yang  tidak  melihat  secara  langsung  pertengkaran  antara  suami  istri  tetapi

mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami

istri  sudah  pecah  dan  sudah  sampai  pada  kualitas  terjadinya  pertengkaran

terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan

saksi 1 dan saksi 2 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan

telah sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 1 dan

saksi 2 telah memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat

bukti;

Menimbang,  bahwa keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat  saling

bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain,  oleh  karena  itu

keterangan dua orang saksi  tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat,

dikaitkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis

Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut: 

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri

yang sah sejak  tanggal 02 April 2012 sampai sekarang dan belum pernah

bercerai;

- Bahwa  terbukti  benar  dari  pernikahan  Penggugat  dengan  Tergugat

belum dikaruniai  anak;
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- Bahwa terbukti  keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat  tidak

rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat

kurang  bertanggungjawab terhadap  nafkah keluarga dan  Tergugat  suka

bermain judi;

- Bahwa  terbukti  Penggugat  dengan  Tergugat  telah berpisah  tempat

tinggal sekitar 7 (tujuh) bulan hingga sekarang;

- Bahwa   keluarga  telah  berusaha  untuk  memperbaiki  keadaan  rumah

tangga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil; 

           Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sikap

Penggugat  tetap  ingin  bercerai  dengan Tergugat,  antara  Penggugat  dengan

Tergugat  sering  terlibat  perselisihan  dan  pertengkaran  disebabkan  Tergugat

yang  tidak  bertanggungjawab  terhadap  nafkah  keluarga  dan  Tergugat  suka

bermain  judi  akibatnya  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  berpisah  tempat

tinggal  sekitar 7 (tujuh) bulan hingga sekarang, hal mana menunjukkan ikatan

lahir batin yang hakiki dalam suatu perkawinan sudah tidak terjalin lagi antara

Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang,  Majelis  hakim  sudah  berusaha  menasehati  Penggugat

disetiap persidangan namun tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  akibatnya  Penggugat  dengan

Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh) bulan hingga sekarang,

oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat tidak mungkin dilanjutkan lagi oleh karena itu perlu dicarikan

jalan keluarnya, menurut Majelis Hakim perceraian adalah solusi yang terbaik

bagi  Penggugat  dan  Tergugat,  karena  kalau  dipaksakan  untuk

mempertahankannya,  patut  diduga  bahwa  hal  itu  akan  menimbulkan

penderitaan bagi keduanya; 

  Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqh lain

yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ghayatul Maram

halaman 162 yang berbunyi;

Artinya: “Ketika istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim

diperkenankan menjatuhkan talak si suami”;
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  Menimbang,  bahwa  oleh  karena  telah  terjadinya  perselisihan  dan

pertengkaran yang  terus  menerus  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7

(tujuh) bulan maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan

gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Nomor  273  K/AG/1998  tanggal   17  Maret  1999  yang  menyatakan  bahwa

cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu

pihak  tidak  berniat  meneruskan  kehidupan  bersama  dengan  pihak  lain,

merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

  Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  dan  pertimbangan-

pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan

Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal

39  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Jo.  Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam, maka petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk

dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  terhadap

Penggugat  sebagaimana  ketentuan  Pasal  119  angka  2  huruf  (c)  Kompilasi

Hukum Islam sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

  Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  dalam bidang

perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989,  maka  biaya

yang timbul  dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya

sebagaimana  tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-

dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I

1.   Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang tidak hadir;

2.   Mengabulkan gugatan Penggugat  secara verstek;
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3.  Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat  terhadap Penggugat;

4.  Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

   Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan

Agama  Payakumbuh pada  hari  Senin tanggal  16  Desember  2019 Masehi

bertepatan dengan tanggal   Rabiulakhir 19 Rabiulakhir 1441 Hijriah oleh kami

Firdaus,  S.Ag., sebagai  Ketua  Majelis,  Dra.  Hj.  Dewi  Warti  dan  Dra.

Indrayunita  masing-masing hakim  anggota.  Putusan diucapkan  oleh  Ketua

Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17

Desember  2019  bertepatan  dengan  20  Rabiulakhir  1441 Hijriah   dengan

didampingi  oleh hakim anggota yang sama dan dibantu Susi Minarni Bunas,

SH  sebagai  Panitera   Pengganti  dengan  dihadiri  oleh  Penggugat  tanpa

hadirnya Tergugat.

       Hakim Anggota                                          Ketua Majelis

       Dra. Hj. Dewi Warti                                   Firdaus, S.Ag        

       Hakim Anggota
   

      Dra.Indrayunita
                                                                      Panitera Pengganti 

                                                                                

            

      Susi Minarni Bunas, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp.    140.000,00
4. PNBP Panggilan I : Rp.     10.000,00
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5. Materai : Rp.    6.000,00

6. Redaksi : Rp.  10.000,00

       Jumlah                                     Rp.         246.000,00

        (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

                                          Payakumbuh, 16 Mei  2019
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                                          Salinan   putusan ini   sesuai  dengan     aslinya
                    Panitera 

                     Drs. H. Armen, SH
                                               

Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal 

______________________

Putusan  tersebut  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  sejak  tanggal

________
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